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ABSTRAK

Eka Nursaina, Dr. Hj. Budi Setiawati dan Dr. Burhanuddin. Pelaksanaan
Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Berbasis Analisis Jabatan dan Anlisis Beban
Kerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Instansi Pémerintah wajib menyusun
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja. Analisis jabatan memiliki peran vang sangat penting dalam sebuah
organisasi untuk menempatkan. orang pada suaty jabatan atav posisi tertentu.
Pelaksanaan analisis jabatar uniuk pegawai penting dilakukan oleh pemerintah
provinsi Sulawesi Selatari, dalam bal ini'dilaksanakan olét BKD dalam rangka
untuk mengetahui apakah pegawai cocok atau paniss menenipati jabatan yang
diberikan, mulai dari pendidikannya, keahliannya, pengalamannya. Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BKD Pemerintah Provinsi Sul-Sel berjumlah 24.458
PNS pada bulan April 2020

Hasil penclitian ini menunjukkan beberapa problem dalam penyusunan
analisis beban kerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
khususnya dalam  prosedur rekrutmen PNS vyakni dalum pepyusunannya
sepenuhnya belum optimal karena data yang diperoleh dalam setiap jabatan yang
disusun analisis jabatan dan analisis beban kerja belum betul memenahi aspek yang
dibutuhkan sebagai nformasi jabatan yang mewakili setiap jabatan. Kemudian
kendala dalam Formasi dimana formasi itu didapat dari penyusunas kebutuhan atau
prioritas kebutuhan yang telah diusulkan oleh organisasi yang keaiudian ditetapkan
oleh Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara (MENPAN). Keidala yang dihadapi
biasanya ada jabatan-jabdtin tertentu yang diusul ke MENPAN tetapi,
penetapannya tidak sesuai dengan apa, yang diusulkan. Cenderung atau kadang
tidak sesuai dengan jumlah atau jenis jabatan yang diusulkan.

Kata Kunci : Rekrutmen, Anlisis Beban Kerja.
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BABI

PENDAHULUAN

berjumlah 11.100 pegawai dan pada tahun 2020 bulan Oktober berjumlah 10.503
pegawai. Oleh karena itu Sumber daya manusia yang direkrut dimaksud kiranya
tidak hanya berfokus atau melihat dari jumlahnya saja tetapi, sangat perlu
diperhatikan dari kualitasnya. Jumlah/kuantitas model pegawai yang sangat
sesuaiakan berpengaruh pada nilai efisiensi organisasi, dan dengan kualitas mutu
calon pegawai yang akan direkrut yang sesuai dengan bidang tugas kerja yang
diharapkan instansi agar mencapai tujuannya.




Organisasi atau instansi pemerintah sampai saat ini masih dipandang

sebagai organisasi yang tidak efisien serta penuh dengan korupsi, kolusi, dan

nepotisme.  Ketidak efisienan organisasi-organisasi pemerintah antara lain

& :\°)

TN, 2 z%l»??\\\
NN
"y g S

diantaranya ; pemanfaatan perencanaan kebutuhan pegawai, analisis jabatan,
analisis beban kerja, dan penyusunan formasi. Masalah yang terjadi sekarang dan
sering ditemui dalam perencanaan kebutuhan pegawai. Dalam perencanaan
kebutuhan pegawai itu menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) yang namanya aplikasi e-formasi
4.1. Di aplikasi kendala yang dihadapi salah satunya banyak orang-orang yang di

OPD yang belum memahami bagaimana penggunaan aplikasi itu sehingga, ada




mdikithmhamndalampamenuhanmaupmgimpumdatadalmmp!ikasie-
formasi itu. Sejauh ini kendala tekhnis yang dihadapi berikutnya karena aplikasi e-

formasi ini sifatnya suptuatif atau sering berubah fitur-fiturnya. Artinva ketika ada

yang diusulkan. Artinya ketika tahapan penyusunan analisis jabatan dan analisis
beban kerja dilakukan sering terjadi proses yang secara lompat-lompat. Adanya
lompatan proses dalam penentuan menyusun analisis jabatan dan beban kerja dapat
menyebabkan masalah seperti jabatan yang tidak efisien dan tidak efektif
Seharusnya, dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja terdapat
serangkaian proses yang harus dilewati satu-persatu. Pertama identifikasi mandat,

desain organsasi, struktur organisai, dan proses bisnis. Selanjutnya, pembentukan




tim pelaksanaan penyusunan analisi jabatan dan analisis beban kerja vang
kemudian melakukan analisis jabatan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data
Jabatan, verifkasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan, dan spesifikasi jabatan,
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organisasi untuk menempatkan orang pada suatu jabatan atau posisi tertentu.
Karena tanpa melakukan analisis dan pengetahuan yang memadai tentang apa yang
dilakukan oleh para karyawan atas pekerjaannya, organisasi tidak akan dapat
membentuk prosedur sumber daya manusia yang efektif untuk memilih,

mempromosikan, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi pada karyawan.



Pelaksanaan analisis jabatan untuk pegawai penting dilakukan oleh pemerintah

provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini dilaksanakan oleh BKD dalam rangka

untuk mengetahui apakah pegawai
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sepenuhnya belum optimal karena data yang diperoleh dalam setiap jabatan yang
disusun analisis jabatan dan analisis beban kerja belum betul memenuhi aspek yang
dibutuhkan sebagai informasi jabatan yang mewakili setiap jabatan. Pada tahapan
verifikasi data sejauh ini belom ada satupun SKPD yang mencapai kata sempurna

dengan artian masih membutuhkan revisi yang sangat banyak. Selain itu kendala




atau problem-problem lain yang dihadapi BKD provinsi Sulawesi-Selatan yakni

dalam pengambilan data dan pengambilan keputusan banyak yang menjadi
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Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ?

2. Bagaimana pemanfaatan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) dalam
penyusunan formsasi sebelum pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri
Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan?




C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :
a.  Tujuan Obyektif
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. Untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana di bidang llmu
Administrasi Negara pada Fakultas Timu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhmnmad:yah Makassar.




D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:
1. Manfaat Teoritis

¢.  Bagi Universitas Muhammadiyah
Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa
untuk melakukan penelitian sejenis di waktu yang akan datang,
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam proses pembuatar

mengacu pada penelitia
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1. | Diah Sofiani, Yaqub | Rekrutmen Pegawai | Dilihat dari penjelasan tentang latar
Cikusin, M.Si dalam | Negeri ~Sipil Berbasis | belakang pendidikan, formasi pegawai
Jurnal Respon Publik | Analisis Beban Kerja. pada BKD Kota Malang belum
(2019). sepenuhnya sesuai  dengan latar
pendidikan. Masih ada yang belum
sesuai dalam penempatan pegawai
sesuai jabatannya. Kemudian analisis
beban kerja yang sudah ada sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki
pegawai tetapi, sebagian masih ada
yang perlu diperbaiki,
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2. | Desi Devrika Devra | Fungsi Badan | Dalam proses penetapan peta jabatan
(2020). Kepegawaian Daerah | masih sering terjadi kesalahan dan
Provinsi Riau dalam | kerancuan dalam pemahamannya.
Pelaksanaan Analisis | Untuk tahapan penyempurnaan hasil
Jabatan.  Jurnal  Al- | analisis jabatan sejauh ini telah
Iqtishad 16 (1) Vol.38-53 | terbangun komunikasi dan kordinasi
kerja yang baik dengan seluruh SKPD
‘penyusunan analisis jabatan.

3. | Nahidah (2016). Analisis Perencanaan | Data dan informasi untuk melakukan
Rekrutmen Aparatur Sipil | analisis permintaan  sumber daya
Negara Kabupaten | manusia = berkualitas kurang baik.
Mamuju. < Ulara (Studi | Kirena ketidaksesuaian nama jabatan
pada Badan Kepegawaian | yang ada pada E-formasi. Dampak lain
dan Diklat » | Dagrah | duri analisis jabatan dan analisis beban
Kabupaten Mamuju | kerja dengan imetode sampel ditemukan
Utara) banyak kesamaai nama jabatan pada
setiap SKPD. Pengumpulan data dan
pengolah data di sctiap SKPD yang
diberikan nilai beban kerja yang sama
padahal belun tentu beban kerja sama

meski nmn_mhatmnya sama.
4. | Preistia, M. Musta, | / Analisis Jabatan Pegawai | Analisis jabatan belum sepenuhnya
Hesti Lestari (2019). | Negeri Sipil Di Bidang | dapat  diterapkan pada  instansi

Mutas; Badan
Kepegawaian  Provinsi
Jawa Tengah.

pemerintzh.  Ongomisasi  pemerintah
melakukan analisis jabatan setelah
seorang menjahar pada jabatan tertentu,
Setiap jabatan memiliki deskripsi dan
spesifikasi pekerjaan yang berbeda. Hal

'in dilihat dari hasil penelitian, dimana

spesifikasi  jabatan untuk Kepala
Bidang berbeda dengan Kepala Sub
Bidang.

Sumber: dari berbagai Jurnal Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen PNS vakni

berkaitan dengan pemanfaatan perencanaan kebutuhan pegawai dan Analisis

Jabatan dan Analisis Beban Kerja di BKD Pemerintah Provinsi Sul-Sel.

Pemanfaatan perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan oleh para pejabat

organisasi dimana tujuannya untuk memperkirakan apa saja kebutuhan organisasi

dimasa yang akan datang dan bagaimana cara mengatasi masalah, Analisis jabatan
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merupakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang harus selalu dilakukan dalam
rangka menyusun kebutuhan Manajemen PNS. Rencana kebutuhan PNS akan dapat
dilaksanakan dengan tepat bila sebelumnya sudah dilakukan analisis pekerjaan

yang tepat pula dalam suatu instansi. Be

/A

1 hasil data yang diperoleh dalam
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jabatan terseb “‘.\

Rekrutmen merupakan salah satu fungsi manajemen Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang strategis melalui rekrutmen yang objektif, transparan, dan akuntabel
diharapkan dapat diperoleh sumber daya manusia (PNS) yang berkualitas yang
mampu melaksanakan tugas secara profesional (Pernama,2014). Menurut pendapat
ahli berikutnya rekrutmen yaitu proses mencari, menemukan, dan menarik para
pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi dikemukakan oleh

(Siagian 2002:102-103). Sedangkan (Sulistyani, 20&3:13_3] mengatatkan bahwa,
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rekrutmen adalah sebagai proses mencari menemukan dan menarik pelamar untuk
menjadi pegawai pada dan oleh organisasi tertentu . (Harbani Pasolong. (2013),
Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta).
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karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan,
dirotasikan tugasnya serta mantan karyawan yang dikaryakan atau dipanggil
kembali. Sumber rekrutmen eksternal, merupakan sumber untuk mendapatkan

karyawan dari luar perusahaan yang memiliki bobot atau kualifikasi tertentu.
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¢. Metode Penarikan

Metode-metode rekrutmen adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk
menarik para karyawan potensial ke dalam perusahaan, metode penarikan
karyawan baru terbagi menjadi 2 yaitu;

1. Metode Tertutup adalah ketika péna jadiinformasikan kepada para

¢

sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan sesuai dengan jabatan atau
lowongan yang ada. Menurut Amirullah dan Rindyah Hanafi (2002:131).

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tjuan
rekrutmen adalah proses menarik sebagian besar pelamar kerja untuk diseleksi oleh
pimpinan berdasarkan standar kualifikasi organisasi sehingga didapatkan tenaga
kerja vang dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya
dengan cara seefisien mungkin guna tercapainya tujuan organisasi.



14

Kendala dalam Rekrutmen Sondang P. Siagian (2009:1 04-120)
Proses rekrutmen tidak terlepas dari berbagai macam kendala yang biasa saja

muncul dalam pelaksanaannya. Kendala dalam rekrutmen diantaranya:

a) Faktor — faktor organisasi yait

s

b)

yang bergerak. Tidak dapat
artinya faktor-faktor eksternal itu atau lingkungan harus selalu mendapatkan
perhatian.

iabaikan apa yang terjadi disekitar organisasi itu,

2. Pentingnya Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Perencanaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu bagi suatu organisasi agar

organisasi tersebut tidak mengalami hambatan dalam mencapai tujuannya dalam
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rangka menghadapi pengaruh-pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Perencanaan PNS dalam suatu instansi tidaklah statis, karena

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan, lingkungan selalu

penghitungan kebutuhan pejabat struktural kurang fleksibel terhadap perubahan
karena ditentukan berdasarkan jumlah jabatan structural yang terdapat dalam
struktur organisasi.

Syuhadak dalam Harbani Pasolong (2002:154) mengatakan bahwa
perencanaan kebutuhan pegawai adalah suatu proses yang sistematis dan kontinu
untuk menganalisis kebutuhan sumber daya manusia bagi suatu organisasi, dalam
kondisi dan kebijakan personalia yang berkembang untuk efektivitas organisasi
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jangka panjang. Perencanaan PNS perlu bagi suatu organisasi agar organisasi
tersebut tidak mengalami hambatan dalam mencapai tujuannya dalam rangka
mengahadapi pengaruh-pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Manfaat perencanaan PNS :

1. PNS yang sudah ada d

4. Dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menyusun program-program
pengembangan PNS. Dengan data yang lengkap tentang PNS, maka lebih mudah
untuk mengikutsertakan pegawai dalam mengikuti pendidikan san latihan yang

sesuai dengan kebutuhan instansi, agar kinerja PNS yang ada akan dapat lebih
ditingkatkan,
b. Analisis Jabatan
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Pada dasarnya analisa pekerjaan merupakan manajemen Pegawai Negeri
Sipil yang harus selalu dilakukan dalam rangja menyusun kebutuhan Manajemen
PNS. H. John Bernardin dan Joyce EA. Russel (Ambar Teguh dan Rosidah,

2009:125) mengatakan analisis pegawa ses pengumpulan informasi
wai yang dilaksanakan dengan

g

6. Kondisi kerja fisik dan sosial

7. Jenis-jenis kewajiban
8. Syarat-syarat pendidikan dan pelatihan
9. Kecakapan, bakat. dan kemampuan yang diperlukan
Tugas dalam analisis pekerjaan menurut lain Maitland dalam Harbani Pasolong

(2002:158) antara lain :




a. Menganalisis pekerjaan
b. Membuat uraian pekerjaan

c. Menetapkan spesifikasi pegawai.

¢. Formasi

Mﬂ].].ﬂ'ﬂt Undﬂng— can

,,,,,,,
-------

1. Pengumuman pengadaan CPNS disebarluaskan melalui media yang mudah
diketahui oleh masyarakat luas antara lain yaitu melalui media elektronik , media
cetak dan papan pengumuman, yang memuat persyaratan pelama, jumlah
lowongan jabatan, kualifikasi Pendidikan, waktu pendaftaran.

2. Pelamaran yakni pelamar harus mempersiapkan semua persyaratan-persyaratan

yang dikirim kepada alamat yang telah ditentukan, syaratnya adalah :
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Daftar riwayat hidup, Salinan atau foto copy ijazahyang disahkan oleh pejabat
yang berwajib, surat keterangan berkelakuan baik dari polri setempat, surat
keterangan sehat dari dokter, surat pemyataan pelamar bahwa tidak pernah di
hukum penjara.

. Penyeleksian yakni tahap ini

///'un\‘\\\ R

persyaratan pekerjaan, persyaratan pekerjaan ini disebut juga persyaratan pegawai
didalamnya. Termuat persyaratan-persyaratan kemampuan yang harus dipenuhi
oleh pegawai untuk melakukan pekerjaan yang terdapat dalam uraian pekerjaan.
Karena itu, setiap organisasi perlu dilakukan analisis pekerjaan, apalagi organisasi

yang mempunyai banyak pegawai harus disusun : siapa mengerjakan apa, siapa

bertanggung jawab kepada siapa, siapa mengawasi siapa. Dengan demikian, akan
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diperoleh suatu kejelasan yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu
organisasi. Herbani Pasolong (2013:157).

Menurut Gary Dessler (2012:98) analisis jabatan adalah prosedur untuk

,'7" \\ Alh ,I/

\“
N

4. Konsep formasi Pegawai Negeri Sipil

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil adalah jumiah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang
diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas
pokok dalam jangka waktu tertentu dengan pengertian tersebut, tampak bahwa
formasi pegawai negeri sipil mengandung unsur-unsur sebagai berikut;
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a. Formasi pengadaan PNS merupakan jumlah dan susunan pangkat pegawai

negeri sipil.

b. Formasi pegawai negeri sipil diperlukan oleh satuan organisasi Negara.

dipikulkan pada unit organisasi itu. (Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA (2007). Menurut
Undang-Undang Kepegawaian tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi formasi
yaitu; jenis, sifat dan beban kerja yang dibebankan pada suatu organisasi serta
jenjang dan jumlah pangkat jabatan yang tersedia dalam suatu organisasi.

Tujuan penetapan formasi PNS adalah agar satuan-satuan organisasi Negara

mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang cukup dengan beban kerja yang

dipikulkan pada satuan organisasi. Yang dimaksud satuan organisasi Negara adalah
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satuan-satuan organisasi pemerintah, satuan-satuan organisasi kesckretariatan

lembaga tertinggi Negara, dan satuan-satuan organisasi bidang-bidang dan

yakni melalui beberapa langkah dan tahapan-tahapan prosedur rekrutmen yaitu:
1. Tahapan Pelamaran
a. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website htips:/ /sscn.bkn.go.id
atau utebsite lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan
PNS.
b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a. dilakukan dengan cara
memasukkan data pelamar paling kurang terdiri atas;
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1) Nomor identitas kependudukan:
2) Nama lengkap;

3) Tempat (kabupatenlkota), tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
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2) Surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai dengan
format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan
PNS:

3) Fotokopi KTP;
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4) Fotokopi ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan

dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi
pendidikan dan tugas yang ditetapkan;

hasil rekrutmen yaitu penilaian atau pemilihan pelamar dengan kualifikasi yang
diinginkan untuk mengisi posisi-posisi kosong dalam suatu organisasi. Hasil seleksi
berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2018 tentang
petunjuk teknis Pengadaan Pegawai dalam penentuan lulus tidaknya para peserta
dalam ujian vaitu :

a. Seleksi Administrasi
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1. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS melaksanakan seleksi administrasi
terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima yang disampaikan oleh
pelamar yang sudah melakukan registrasi,
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. Pengumuman bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi disertai dengan
keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lulus.
8. Hasil penetapan pelamar yang lulus maupun yang tidak lulus seleksi administrasi
menjadi kewenangan ketua panitia seleksi instansi pengadaan PNS.
9. Untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, pelamar yang lulus seleksi

peserta seleksi dengan cara mengunduh dari website https://sscn.bkn.go.id atau




13.

utebsite lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. disampaikan

kepada panitia seleksi nasional pengadaan PNS paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja sebelum pelaksanaan S

\\ "'p (/

h\ S "/ W X ~/'

panitia seleksi instansi pengadaan PNS dengan data yang berasal dari portal
pendaftaran yang terdapat di website https:/ / ssen.bkn.go.id atau di website
lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS, maka data
yang digunakan yaitu data yang terdapat di website https://ssen.bkn.go.id atau di
website lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.

Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada angka 10 disampaikan melalui sistem yang telah terintegrasi




dengan CAT BKN danlatau CAT lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi
nasional pengadaan PNS dan dikoordinasikan oleh BKN.,

14. Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD.

D. Pegawai Negeri Sipil (PNS

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. lkut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian
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Dari beberapa pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa, setiap
Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib bertagwa kepada Tuhan yang Maha Esa, wajib
memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi
kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang; bukan saja harus memenuhi tugas
dan kewajibannya akan tetapi bi

jumlah dan jenis jabatan pegawai dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang
diperinci 1 tahun berdasarkan priotitas kebutuhan. Berdasarkan penyusunan
kebutuhan Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai secara
nasional. Aturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil bahwa instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan

jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.




Kerangka Pikir
Pelaksanaan Rekrutmen PNS.
Berbasis Analisis Beban Kerja
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. Perencanaan kebutuhan pegawai yakni suatu dokumen yang memuat prediksi
kebutuhan pegawai dan kualifikasi yang diharapkan pada tahap tertentu yang
menjadi bagian dari prosedur penerimaan PNS di Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan.




a. Kebutuhan jumlah kebutuhan pegawai yaitu jumlah pegawai yang
dibutuhkan pada setiap unit kerja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan
rekrutmen di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Kualifikasi pegawai yaitu jumlah pegawai vang dibutuhkan berdasarkan

/ \--. isi formasi lowong yang
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libur dan cuti pegawai di Badan Kepegawain Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan.

d. Beban kerja adalah hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai baik dalam
bentuk harian, pekanan, bulanan, maupun tahunan sebagaimana yang
termuat dalam uraian tugas pegawai di Badan Kepegawain Daerah
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Provinsi Sulawesi Selatan. di Badan Kepegawain Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan,
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BAB Il

METODE PENELITIAN

yang tampak untuk mengkaji di dalamnya. Peneliti melakukan penggalian data
berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena
terkait. Penggalian data ini dilakukan dengan wawancara mendalam kepada objek
atau informan. Dalam penelitian, juga dengan dilakukan observasi langsung
mengenai bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada

orang lain.
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C. Informan Penelitian
Penelitian ini menggunkan informan dalam pengumpulan data. Informan
harus terkait langsung dengan penelitian ini guna untuk memudahkan dalam
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5. | Asriadi S.Sos., M. AP AD | Kepala sub bagian 1
Umum

Kepegawaian dan
Hukum

AZ | Pegawai Analisis
6. | Andi Zaenal S. STP., M.Si Jabatan Biro 1

Sumber BKD Provinsi Sulawesi Selatan




—

34

D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai
berikut:

1. Observasi
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2. Wa
n, peneliti
mengajukan pertan i bapak Mub.

ASN dan bapak Andi Arif selaku pegawai yang bekerja dibagian ruangan BKD
Pemprov Sul-Sel dengan susunan pertanyaan yang sesuai dengan poin-poin yang
telah dirumuskan, Wawancara dilakukan untuk menggali data dan informasi

tentang prosedur rekrutmen PNS di BKD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
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3. Dokumentasi
Dokumentasi dengan metode pengumpulan data dengan mempelajari
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian (contoh dokumen

hasil perencanaan kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, dan analisis jabatan

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul

data. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh berupa hasil wawancara yang
akan dilakukan kepada informan yang dipilih serta orang atau instansi yang
terbilang bisa menjadi informan. Yang dimaksud yang bisa memberikan informasi:
Pegawai bagian Analisis Sumber Daya Manusia, Pegawai sub bagian umum
Kepegawaian, Kepala sub bagian umum Kepegawaian dan Hukum, dan Pegawai

Analisis Jabatan dan Biro Organisasi. Wawancara sementara vang diperoleh oleh
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salah satu informan dalam hal ini bapak Andi pegawai bagian Analisis Sumber
Daya Manusia di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
menyatakan Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BKD Pemerintah Provinsi Sul-

Sel berjumlah 24.458 PNS pada bulan £ 20. Dalam perencanaan kebutuhan
pegawai itu menggunakan apli

Negeri Sipil di B:
Desember berj n lan Oktober
berjumlah 10.503 pegawai. Kemudian dalam Analisis Jabatan dan Beban Kerja
kendalanya sering ditemui data yang tidak akurat dalam analisis jabatan mengarah
ke penerapan merit sistem, tentu data-data pegawai itu diupayakan sesuai dengan
kompetensi dan formasi jabatan yang tersedia. Dengan kondisi jumlah pegawai
yang sangat banyak itu sebenamnya, tidak bisa dilakukan secara sekaligus karena
personil kita hanya beberapa. Khusus di tingkat Pemerintah Kota Makassar
mengakomodasi data-data pegawai melalui data dasar. Data dasar itu diambil
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melalui sistem informasi manajemen kepegawaian, kemuadian di dukung oleh

dokumen manajemen sistem dalam bentuk arsip.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang di dari berbagai laporan, aturan,
berita, buku-buku, data yang TE an terdahulu, serta data yang

diperoleh dari i
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perumusan masalah sehingga mampu menjawab permasalahan yang diteliti.
2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan melihat gambaran data yang diperoleh selama
penelitian. Pada tahap ini, penyajian data yang telah direduksi dan dipaparkan

dalam bentuk narasi. yang berupa informasi mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian.
3. Pengambilan kesimpulan
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Data yang diperoleh dianalisis dari hal-hal yang bersifat khusus untuk

memperoleh kesimpulan yang obyektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi
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Kerja (ABK) masil
yang mewakili setiap jabatan tersebut sehingga, hasil dari analisis jabatan dan
beban kerja tidak maksimal.

G. Teknik Pengabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep penting yang diperbaharui dari konsep
kesahihan atas keandalan. Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan
ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Penelitian kualitatif menyebut standar
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tersebut dengan keabsahan data. Menurut Moleong (2005 : 324) ada beberapa

kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan
Fungsi dari derajat kepercayaan : peffania. penemuannya dapat dicapai: kedua,

mempertunjukkan derajat

lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan.
Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tigamacam teknik pemeriksaan
yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori.

Pada penelitian ini triangulasi dilakukan pengecekan dalam berbagai sumber
vaitu dengan mewawancarai lebih dari satu pihak informan yang berasal dar
elemen yang berbeda yakni, dari pemerintah dan masyarakat. Selain dilakukan
tiangulasi dengan berbagai sumber informan, juga dilakukan triangulasi dengan
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membandingkan data yang didapat dari wawancara, dokumentasi serta observasi
vang dilakukan.
2. Keteralihan (transferability)

Keteralihan sebagai persoalan empiri A\ pada pengamatan antara

g

konteks pengirim dan peneri

seorang peneliti d&ngan

""""

secara bertahap mengenai konsep-konsep yang telah ditemukan di lapangan.
Setelah penelitian dianggap benar diadakan seminar tertutup dan terbuka dengan

mengundang teman-teman sejawat, pembimbing serta pembahas dosen.
4. Kepastian (confirmabiliry). Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian.
Namun, apabila kepastian dikaitkan dengan proses vang dilakukan dalam

penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
a.  Perumusan kebijakan tekhnis di bidang Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
bidang Kepegawaian Daerah.
¢. Dan Pelaksanaan Tugas di bidang Kepegawaian Daerah.

41
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Visi Misi

a.  Visi : Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan
berkarakter.

b.  Misi : Mewujudkan Pemerintahafi vang berorientasi melayani dan inovatif.

N

Gambar 4.1 : Visi )

melayani berbasis teknologi
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2. Bagan Struktur Badan Kepegawaian Daerah
Gambar 4.2 Struktur Organisasi
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Hingga saat ini, struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah telah
mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan tuntutan layanan yang
harus diberikan oleh pemerintah. Merujuk pada peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas




Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
fungsi-fungsi Badan Kepegawaian di departementasiakan ke dalam satuan
organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

2.

a.  Sub Bidang Pengelolaan Mutasi Jabatan dan Pemindahan Pegawai

b. Sub Bidang Kenaikan Pangkat,

3. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Selatan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyususnan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan.
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b.  Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
latihan Propinsi Sulawesi selatan menyelengagarakan tugas :

1. Perumusan kebijakan tehnis di bidang kepegawaian, Pendidikan

menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
analisis beban kerja. Dalam prosedur pelaksanaan rekrutmen PNS vaitu proses yang
dilakukan sebelum melakukan penerimaan CPNS yang dimulai dari perencanaan
kebutuhan, analisis jabatan. analisis beban kerja, sampai ke tahap pengisian formasi

jabatan di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
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1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Pentingnya perencanaan kebutuhan pegawai perlu bagi suatu organisasi agar,
oranisasi tersebut tidak mengalami hambatan dalam mencapai tujuannya.

- RATY ”4))! | .

Perencanaan kebutuhan pegawai se 7
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beban kerja. Berdasarkan 1tu1ah kmm mzn:.rusun kebrumhan-kebutuhnn itu

kemudian, dimasukkan ke dalam aplikasi e-formasi disitu tergambar

kebutuhan-kebutuhan seuap OPD baik itu kebutuhan jabatan, kualifikasi

pendidikan dan jenjang-jenjang lain yang dibutuhkan”. (AA; 25 November

2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mengamati dan menyimpulkan
bahwa dalam perencanaan kebutuhan pegawai itu didasarkan berdasarkan
perhitungan analisis jabatan dan beban kerja kemudian dimasukkan ke dalam

aplikasi e formasi 4.1 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
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Negara di dalam aplikasi itu tersusun dan terstruktur kebutuhan-kebutuhan OPD
mulai dari umur, pendidikan, jabatan, dan jenjang lainnya vang bersyarat. Berikut
gambar aplikasi e-formasi 4.1.

Gambar 4.3 Aplikasi e-formsasi 4.1

Kendala yang diliadapi dalam perencanaan kebutuhan pegawai sering

ditemukan kendala dalam perencanaan kebutuhan pegawai salab satunya banyak
orang-orang yang di OPD belim memahami bagaimana pedggunaan aplikasi itu,
sehingga ada sedikit hambatan dalar pemenuhan | atau penginputan data dalam
aplikasi ini. Sejauh ini kendala teknis yang dihadapi berikutnya karena aplikasi
eformasi ini sifatnya suptuatif atau sering berubah-ubah fiturnya. Artinya ketika ada
perubahan itu tidak dibarengi dengan penyampaian informasi terkait dengan tata

cara penggunaan aplikasi itu.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan informan AA selaku
staf pegawai analisis SDM di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan untuk menanyakan apakah rencana kebutuhan pegawai vang telah disusun
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menjadi dasar dalam pelaksanaan rekrutmen PNS. Petikan wawancara dari

informan :

“Yang mEﬂjﬂd.l dasar dalam penyusuns PNS ©otomatis k:ta hhat dulu dari

kerja itu dapat di cari infa nisasi. Saya bmamnya di sini
saalmfomms:pmncan ; h:asakamldmnunmk
perencanaan kebutuhg i dan analisis beban kerja itu

tadi. Karena disitu t i apa-apa yang mercka

Q’\P‘ i H""!lbh o]
Qg’ wP\KASS ‘?0

$ - \\\ t“'ht(& L _
N \'/’ \\ s 1

nnnnnnn

reill] d1T] = JLLETT I

dan penempatan pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif,
yang sejalan dengan tata kelola dan aturan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi
dasar dalam penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai itu dilihat dari analisis
jabatannya agar pegawai yang diharapkan atau diusulkan betul memenuhi kriteria
dan kualifikasi pegawai seperti apa yang dibutuhkan. Karena dari analisis jabatan

dan analisis beban kerja yang telah ditetapkan kemudian di kirim ke Menteri
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Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya dimasukkan ke dalam
aplikasi e-formasi 4.1 dan disitulah tergambar setiap kebutuhan OPD kemudian
harus menyesuaikan dengan formasi yang lowong.
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pegawai analisis SI
untuk menanyakan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada setiap unit kerja
yang menjadi dasar dalam pelaksanaan rekrutmen di Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan. Petikan wawancara dari informan ;

“Kalau ditanyakan jumlah secara spesifik itu kami tidak bisa keluarkan
datanya karena itu masih menjadi bahan setiap OPD untuk diperhitungkan
lebih lanjut. Kalau misalnya mau liat berapa kebutuhan itu silahkan diliat di
website BKD. Disitu kami sudah umumkan formasi yang kami butuhkan.
Ketika formasi keluar itulah yang menjadi kebutuhan kami di setiap OPD
vang sudah kami rilis. Sementara, data yang masih dalam pengolahan itu
belum dapat kami rilis karena itu masih dalam proses”. (AA; 25 November
2020).
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah
pegawai yang dibutuhkan pada setiap unit kerja itu hanya berdasarkan dari formasi
yang lowong dan dibutuhkan. Oleh karena itu, jumlah pegawai yang dibutuhkan di

//"':'9“\\\
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Hal ini sejalan dengan apa vang dikatakan oleh salah satu informan Kepala
Sub bagian Kepegawaian dan Hukum :

* Jumlah formasi yang terisi dari tahun 2019 itu mengalami penurunan.
Jumlah formasi yang terisi sesuai kebutuhan pegawai itu hanya 11 formasi
terisi di tahun 2019 untuk di tahun 2020 kami belum bisa mengeluarkan
datanya karena perhitungannya menyeberang di tahun 2019 karena masa
pandemi™ (AS : 25 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penelit

menyimpulkan bahwa khusus pada perencanaan persediaan dan kebutuhan
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pegawai, hendaknya diarahkan unutuk mencari keseimbangan antara sumber daya

pegawai yang akan didayagunakan dalam proses pekerjaan dengan hasil yang ingin

dicapai atau misi yang harus dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

menjadi bagian dari dokumentasi data pada Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian (SIMPEG). Dengan demikian, pencatatan data  harus
berkesinambungan. Untuk lebih jelasnya berikut Kebutuhan Pegawai dengan
jumlah formasi yang terisi dapat di lihat pada tabel berikut:




e

Tabel 4.3 Kebutuhan Pegawai

Tahun Kebutuhan Pegawai Jumlah Formasi
1. Tenaga Guru (Formasi Umum)
2. Tenaga Kesehatan (Formasi
Umum) 11
3. Tenaga Teknis (F
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Kesehatan, Teknisi, dan Guru. Jumlah formasi yang terisi pada tahun 2019
berjumlah 11 formasi. Untuk dapat diketahui penetapan kebutuhan pegawai tahun

2018 beserta uraian jabatan yang dibutuhkan, alokasi formasi dan_lmlah formasi.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pendaftar dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 4.4 Penetapan Kebutuhan Formasi Pegawai 2018

No Nama Jabatan Alokasi Formasi Jumlah
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dan dokter spesialis beda umum berjumlah 12 alokasi formasi dengan
pendafiar 124 orang,

¢. Tenaga Teknis dengan jumlah 3 alokasi formasi diantaranya Pranata Hubungan
Masyarakat ahli pertama dan Analisis Humas dan Protokol dengan jumlah 50
orang pendafiar.

d.  Analisis Jembatan Jalan terdapat 2 alokasi formasi dengan 2 pendatar.




€. Pranata Laboratorium Pertama dengan alokasi formasi 2 dengan jumlah

formasi pendafiar 2, Fisioterpis terampil dengan alokasi formasi | dengn

Jumlah formasi pendafiar 1, Analisis Kerja sama dengan alokasi formasi |
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pegawai dilakukan sesuai kebutuhan pegawai dan formasi yang lowong. Kebutuhan
pegawai akan disesuaikan dengan formasinya meskipun pada tahap penyeleksian
hingga keleulusan jumlah formasi yang telah dialokasikan tidak sesuai dengan yang
telah diusulkan sebelumnya. Cenderung apa yang diusulkan ke Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara tidak sesuai, ini di karena terjadi ketidaksesuaian

antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya . Untuk lebih jelasnya
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dafiar penyeleksian calon pegawai brdasarkan formasi yang terisi sementara dapat
di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Seleksi Pengadaan Calon PNS Lingkup Pemerintah Prov. Sulsel Tahun
2018 |

1. | Tenaga Guru 5 120 180
2. | Tenaga Kesehatan 3 124 80
3. | Tenaga Tekhnis 2 76 50
4. | Analisis Jalan Jembatan 1 1 1

Sumber BKD Provinsi Sulawesi Selatan 2018
Tabel di atas menunjukkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi
akhir pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil berjumlah 4 jabatan sesuai

kebutuhan pegawai yaitu tenaga Guru dengan alokasi 5 formasi dengan jumlah
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pelamar 120 orang dan yang lulus akhir 180 orang, tenaga Keschatan dengan

alokasi 3 formasi dengan jumlah pelamar 124 orang dan data kelulusan akhir 80

orang, tenaga teknis dengan 2 alokasi formasi dengan jumlah pelamar 76 orang

pegawai 20 orang, pengelola pegawaian dengan alokasi formasi 2. Kemudian
kebutuhan pegawai dengan tenaga teknis dalam hal ini bidang Pengendali
organisme Penganggu Tumbuhan Pemula dengan alokasi formasi jumlah 1 dan
terdapat 30 orang yang menempati kebutuhan tersebut.



Data seleksi pengadaan pegawai sesuai kebutuhannya dapat dilihat dari
formasi khusus dan umum yang terisi. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut 4.5

Tabel 4.8 Seleksi Pengadaan Calon P ngkup Pemerintah Prov. Sulsel Tahun

2019 \

Formasi Khusus

orang. Kemudian Form

dan jumlah formasi terisi | orang., Analisis Perencanaan SDM Aparatur dengan
jumlah formasi | dan jumlah formasi terisi 1 orang.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil
telah lulus seleksi setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan
dan pendidikan yang sama. Pelamar yang dinyatakan lulus dan mengisi formasi
jabatannya akan mengikuti langkah selanjutnya berdasarkan ketetapan. Seperti

vang dijelaskan oleh salah satu informan sebagai Kepala Sub bagian Umum
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Kepegawaian dan Hukum bahwa “formasi yang terisi pada tahun 2018 berjumlah
11 formasi dan pada tahun 2019 terisi 11 formasi juga dan masing-masing sudah

disesuaikan dengan formasi yang Iaqug. Untuk tahun 2020 belum dapat dirilis

dan itu menyebrang ke tahun 2!119“ ember 2020). Lebih jelasnya

P \ tethonin

KBS Wing,, SN

ik ek / K(Q’ ‘\\P‘KASS‘L? 40
S e .ﬂp. %

mengetahui data kelulusan pe / \

ersedia.

Pengelc

Keseha

Analisis
Aparatur
'-n: [ 5
Tenaga Tek
Humas dan P

Pengelola Infa \
Hukum) at\
Tenaga Guru ""KAAN DP‘" 1L 28

Pﬂ].gﬂ‘lﬂlﬂ NOrms ‘ ‘ 2
peg cawaian \-A
Sumber BKD Provinsi Sulawesi Selatan Provins

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus
seleksi akhir pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 berjumlah 5
jabatan sesuai kebtuhan pegawai yaitu pengelola unit layanan pengadaan terdapat
Jumlah 1 formasi dengan data kelulusan akhir 1 orang, Analisis Perencanaan SDM
Aparatur terdapat jumlah formasi 2 dengan data lulus akhir 1 orang. Selanjutnys
Tenaga Kesehatan dengan alokasi 2 formasi dengan data kelulusan akhir 37 orang,
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Tenaga teknis dengan 2 alokasi formasi diantaranya bidang analisis humas dan

protokol dengan jumlah kelulusan 7 orang dengan data kelulusan 70 orang,

pengelola Kepegawaian dngan alokasi 2 dan jumlah pendafiars orang data yang

mencapai tujuannya. Analisis kebutuhan pegawai juga merupakan dasar bagi
penyusunan organisasi.

Berdasarkan hasil uraian-uraian wawancara yang dilakukan, penelitian dapat
menyimpulkan bahwa perencanaan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada
analisis jabatan dan analisis beban kerja. Namun, dalam penyusunan kebutuhan
pegawai atau prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara masih sering ditemui kendala yaitu adanya jabatan-jabatan




tertentu yang di usul ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Tetapi,
penetapannya tidak sesuai dengan apa yang diusulkan. Artinya ketika tahapan
proses penyusunannya analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan sering

tingkat pendidikan yang lebih mmadai strata Satu (S1), sementara yang memiliki

tingkat pendidikan Diploma 111 tidak terisi. Pada umumnya, para pegawi vang
memiliki tingkat pendidikan diploma kebawah tersebut adalah staf administrasi

vang tersebar di sekretariat dan 4 bidang yang ada. Informasi secara lebih rinci

tentang tingkat pendidikan pegawai di lingungan Badan Kepegawaian Dacrah
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Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.10 Rekapitulasi PNS BKD Prov. Sulsel Menurut Tingkat Pendidikan Tahun
2019

Uraian SLTAJTD3 L.D4 | SI S2 Jumlah
Sekretariat | 15 7 26
 Bidang Pengendalian Pegawai 3 18

Bidang Kasejahtemnn in 3 18
Bidang Perencanaan da 2 18
informasi ASN N\

Bidang Pengembangan Karier || X 541 \‘ 14
UPT Penilai |

Kompete ./'
ngl ( - . \\\\“‘l!l,"[/ /
A ‘ 2 ./ \\\
\ * S ...//
Kepega \ \/  Sulawesi !
Satu (S1). 3 71 /: ‘\ d
(S2) sebanya i // '“\‘ \\ g
Sl = )
Diploma III. Pac
diploma kebawah terse

4 bidang yang ada. Informasi secara lebih rinci tentang tingkat pendidikan pegawai
di lingungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk
mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 4.4 Jumlah PNS BKD menurut Tingkat Pendidikan
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berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya”. (KH : 24 November
2020).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa kesesuaian
jumlah pegawai yang memiliki pendidikan sudah sesuai yang dibutuhkan
berdasarkan pendidikannya karena telah dilakukan reformasi birokrasi. Data
pegawai berdasarkan jenjang pendidikan vang ada telah disesuaikan dengan uraian
jabatan serta bidangnya.

e s s
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Data pegawai berdasarkan jenjang pendidikan telah sesuai dengan
penempatan kebutuhan pegawai atau formasi pegawai. Tetapi meskipun
pendidikannya telah sesuai dengan yang diisyaratkan masih ditemukan beberapa

pekerjaannya meskipun pendidikann; kebutuhannya. Pegawai

yang seperti ini tentu aka

Sumber BKD Pro

Dilihat dari rekapitulasi pendaftar CPNS berdasarkan tingkat pendidikan
tahun 2019 jumlah pendaftar sesuai tingkat pndidikanny yng lebih dominan berada
pada strata S1 dengan jumlah pendaftar keseluruhan 124 orang ke 6 bidang,
kemudian S2 dengn jumlah keseluruhan pendaftar 80 orang. D4 dengan jumlah 435
orang, SLTA dengan jumlah 34 orang, dan D3 dengan jumlah 34 orang. Jumlah
pendaftar berdasarkan tingkat pendidikan lebih dominan banyak di bandingkan

jumlah pegawai yang telah sesuai kebutuhan berdasarkan tingkat pendidikannya.




Berikut Peneliti melakuan wawancara dengan informan KH selaku staf
pegawai penglola Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk
menanyakan apakah jumlah pegawai berdasarkan pendidikannya sudah sesuai

lann apabi

untuk mengisi sutu jabatan yang kososn abila tidak ada Kesesuaian antara

jabatan dan pendidikan seorang /

LI A5l

dilibat dari segi keahliannya kemudian disesuaikan dengan jenjang pendidikannya
yang berasaskan pada aturan-aturan yang terkait tentang proses penyusunan
perencenaan kebutuhan kepegawaian yang berdasarkan pada analisis jabatan dan
analisis beban kerja. Berikut daftar pegawai yang lulus dapat dilihat pada tabel
berikut:




63

Berikut rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil yang lulus pada tahun 2019
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.12 Data Kelulusan Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2019

Tingkat Pendidikan

e e P P e I Pl S

7y,

V

sesuai dengan kualifikasi pendidikannya maka, tentu kita akan mendorong dia
mengikuti worshop, pelatihan-pelatihan yang tentunya terkait dengan formasi
jabatan yang dia tempati sekarang”. (AD;24 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masih terdapat
beberapa pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi tetapi, belum
sepenunhya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian salah satu langkah
yang harus diambil jika kompetensi pegawai tidak sesuai harapan vakni dengan




membuat rencana unwk peningkatan kinerja karyawan seperti mengikuti diklat-
diklat, worshop dan lain sebagainya agar pegawai lebih kompeten dalam

menjalankan tuugas. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi

formasi yang lowong. Lowongnya organisasi suatu organisasi pada
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pengelola kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

untuk menanyakan apa saja yang menjadi standar kualifikasi seorang pegawai
untuk mengisi formasi yang lowong dalam pelaksanaan rekrutmen PNS. Petikan

wawancara dari informan ;

“Pertama kali kita lihat kualifikasi pendidikannya kemudian kualifikasi
keahliannya. Kalau misalnya pendidikannya sesuai dengan yang
diisyaratkan analisis jabatan yang telah ditentukan di awal, itu salah satu
syaratnya. Kemudian dari segi keahliannya. Pegawai yang telah diketahui
potensi dan kahliannya cenderung lebih diutamakan dalam penempatan
pegawai dalam jabatan”. (KH : 24 November 2020).
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Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpukan bahwa vang menjadi standar
kualifikasi pegawai untuk mengisi formasi yang lowong yaitu dilihat dari
kualifikasi pendidikannya, keahliannya, dan pengalaman kerjanya dan kompetensi
seorang pegawai. Semua hal yang ' mengenai kebutuhan pegawai
untuk mengisi suatu jabatan disesuikan dengan
kemampuan-kemampu:

Tabel 4,13
No > v

Sumber BKD 1

Dari segi j berbagai
jenjang jabatan. Ja _ i uduki olel sebanyak 1
orang (Eselon IT). Pegawai yang menduduki jenjang jabatan Administrator
sebanyak 6 orang (Eselon [11), terdiri dari 5 orang pria dan | orang wanita. Pegawai
yang menduduki jenjang jabatan Pengawas sebnyk 17 orang (Eselon IV), terdiri
dari 9 orang pria dan 8 orang perempuan. Pegawai yang menduduki jabatan
Fungsional tertentu sebanyak 9 orang (JFT), terdiri dari 2 orang pria dan 7 orang
wanita. Sedangkan pegawai yang menduduki jabatan pelaksana sebanyak 74 orang,

terdiri dari 37 orang pria dan 39 orang wanita.
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Telah dijelaskan pula pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja bahwa untuk kelancaran pelaksanaan analisis

beban kerja pada masing-masing lnStansih, Pemerintah, Pejabat Pembina

g

an dan Analisis Beban
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kebutuhan pegawai yang dibutuhkan pada setiap jabatan. Teknik manajemen
sistematis untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi
berdasarkan volume kerja disebut analisis beban kerja. Analisis beban kerja
bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk
merampung suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab dan beban kerja
yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai.
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a.  Uraian Tugas adalah semua tugas yang menjadi bagian dari wewenang dan
tanggung jawabnya untuk dilaksanakan pada setiap waktu dinas oleh pegawai
di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berikut peneliti melakukan wawanCara dengan informan AZ selaku staf
pegawai analisis SDM di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
untuk menanyakan apabila ada seorang pegawai yang tidak melaksanakan tugas
dan wewenangnya, maka kGrsekuensi seperti apa yang (i berikan oleh pihak
instansi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selaian. Jawaban dad
informan ;

“Pemotongan tunjangan jadi, semua pegawai itu diberikan namanya
tunjangan tambahan penghasilan itu mulai dari kehadiran sampai kinerjanya
dilihat itu dalam Peraturan Pemerintah No 53 tentang Disiplin Pegawai .
Konsekuensi lainnya juga seperti kesempatan untuk melaknkan promosi
jabatan juga akan berkurang karena dianggap dia tidak kompeten dalam
melakukan pekerjaan itu. Sanksi lain kalau dia pejabat bisa sma dia di mutasi

ke tempat yang lain tetapi, itu harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu tidak
bisa semerta-merta”, (ZA ; 21 Desember 2020).

Kemudian peneliti melanjuikan wawaneara kembali dengan informan ZA
selaku pegawai staf sub bidang kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan untuk menanyakan hak-hak apa saja yang dimiliki setiap
pegawai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Petikan wawancara dari informan :

“Jadi hak-hak pegawai itu sudah diatur berdasarkan aturan Undang-Undang
No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi mulai dari gaji.
kenaikan pangkat kalau dia pelaksana jabatan fungsional umum aturan
kenaikan pangkatnya 4 tahun. Tapi kalau dia fungsional jabatan atau
fungsional khusus itu sesuai dengan angka kreditnya jadi, bisa saja gaji dia
ketika angka kreditnya sudah mencapai belum mencapai 3 tahun atau 4
tahun itu bisa di naikkan jabatannya khusus untuk fungsional”. (ZA ; 21
Desember 2020).
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Dari hasil wawancara dapat disimpulkan hak-hak pegawai negeri sipil dapat
memperoleh, gaji tunjangan. fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua,

perlindungan dan pengembangan kompetens

......

S
y e

/)![; 1\\\

analisis jabatan dilakukan 5 tahun sekali ini tidak mudah dilakukan oleh Badan
Kepegawaian Provinsi Sulawesi Selatan. Kendala utama yang dihadapi dalam
penyusunan analisis beban kerja adalah kordinasi membutuhkan waktu dan
pemahaman yang lama karena lahapan proses penyusunan Analisis Jabatan
dilakukan pertama kali identifikasi mandate, desain organisasi, struktur organisasi,

dan proses bisnis. Tetapi sering ditemui dalam proses penyusunannya belum
optimal karena tahapannya yang terkadang dilakukan secara praktek kurang baik
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sehingga masih terjadi uraian jabtan yang seragam dan jumlah kebutuhan yang
tidak sesuai dengan beban kerja. Berikut pengukuran beban kerja dapat dilihat pada
tabel berikut;

Tabel 4.14 Pengukuran Beban ai Analisis SDM Aparatur

Uraian Tugas

Beban | Pegawai
crja | yang
| dibutuhkan
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Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada
jabatan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur adalah | orang dan ternyata pada
penerimaan CPNS tahun 2019 Analisis Sumber Daya Manusia yang diterima
sebanyak 1 orang. Hal ini berarti antara hasil perhitungan Analisis Beban Kerja

sudah sesuai dengan hasil seleksi CPNS. Kemudian informan ZA untuk
menanyakan bagaimana dengan penambahan kebutuhan pegawai aps




n

mempengaruhi bertambahnya beban kerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan“lya ketika beban kerja semakin besar pasti kebutuhan pegawai
juga bertambah™. ", (ZA ; 21 Desember 2020),

\\‘ Ah. .,,/ ",,_ |
D u \M\ '// . = [

pokok yang harus diperhatikan yaitu; beban kerja, standar kemampuan rata-rata,
dan waktu kerja yang terdiri dari hari kerja efektif dan jam kerja efektif. Hari kerja
efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti. Jam kerja
efektif adalah jumlah jam kerja formasi dikurangi dengan waktu kerja yang hilang
karena tidak bekerja. Setiap penyusunan formasi harus diperhatikan setiap jenjang
jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya dan selama beban kerja

organisasi tidak berubah komposisi jumlah pegawainya tidak berubah ini adalah
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prinsip penyusunan formasi yang harus diperhatikan agar proses penyusunannya
sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak instansi. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut:

/I J«UM__AQ \\\\

u //"'m“‘\

Menyiapkan bahan laporan 1.300 72,000 2 0,04
Melaksanakan tugas - - - -
kedinasan lain

Jumlah 2,23

Sumber BKD Provinsi Sulawesi Selatan 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada
jabatan Pengelola Unit Layanan Pengadaan adalah 2 orang dan ternyata pada
penerimaan CPNS tahun 2019 Analisis SDM yang diterima sebanyak | orang, Hal
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ini berarti antara hasil perhitungan Analisis Beban Kerja tidak sesuai dengan hasil

seleksi kebutuhan CPNS, Jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil yang tidak sesuai
dengan beban kerja tentu akan berpengaruh karena penambahan beban kerjanya

Menerima, membaca,
dari atasan menyangkut
kegiatan humas

Ps:gawm yang

Menjadi juru bicara dalam
menyampaikan informasi
bidanigk ;

0,42

Mengella informasi untuk
odi :

424

0,31

Mendokumentasikan setiap
Daerah

kegiatan Badan Kepegawaian

424

0.31

Jumlah

1,340

Sumber BKD Provinsi Sulawesi Selatan




Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada

jabatan Analisis Humas dan Protokol adalah 1 orang dan ternyata pada penerimaan

CPNS tahun 2019 Analisis Humas dan Protokol yang diterima sebanyak 7 orang.

Memantau 50 6000 40 0.33
pengelolaan informasi
produk hukum dengan
bidang tugasnya
dalam pelaksanaan
terdapat kesesuaian
Jumlah 2,26
Sumber BKD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019
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Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada
jabatan pengukuran beban kerja Pengelola Informasi Produk Hukum adalah 2 orang
dan ternyata pada penerimaan CPNS tahun 2019 Analisis pengelola Informasi

yang tidak sesuai dengan proses penyusunannya maka cenderung sering terjadi

kesalahan dalam uraian jabatan yang seragam . uraian jabatan yang seragam akan
menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator kinerja secara spesifik dan terukur.
Untuk lebih jelasnya perincian beban kerja selanjutnya dapat dilihat pada tabel
berikut;




Tabel 4.18 pengukuran beban kerja Pengelola Kepegawaian

Uraian Tugas Waktu Waktu Kerja Beban | Pegawai yang
Penyelesaian Efektif Kerja dibutuhkan
Membuat surat usul 60 6.000 15 0,15
kenaikan pangkat
Membuat surat usul 60 35 0,03
kenaikan gaji berkala
Membuat surat 4 0,32
pengantar pengusul
pensiun pegawai P ]
Membuat 1 A / 0,04
[
4P )
pega
Memb y
M _ , ‘ .06
mengars =
sasaran k . '
Membuat ) v 0,10
pemberian > N
bagi pegawai 0
Membuat surat ust o A 0.01
sumpah janji P
Jumlah 1,98
Sumber BKD Pro |)
Tabel di a ukka : oy tuhkan pada

jabatan pengukuran beban kerja Pengelola Kepegawaian adalah 2 orang dan
ternyata pada penerimaan CPNS tahun 2019 Analisis pengelola Informasi Produk
Hukum yang diterima sebanyak 2 orang. Hal ini berarti antara hasil perhitungan
Analisis Beban Kerja telah sesuai dengan hasil seleksi kebutuhan CPNS yang
dibutuhkan pada jabatan ini. Kemudian setelah penyusunan analisis jabatan dan
analisis beban kerja selesai, hasilnya kemudian disampaikan kepada Kementrian
Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui apalikasi e-formasi. Bagi pemerintah
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daerah juga menyampaikan hasil analisis jabatan dan beban kerja pada Kementrian
Dalam Negeri.

Berdasarkan tabel-tabel di atas ternyata masih terdapat beberapa jumlah

dari setiap jabatan yang disusun oleh analisis jabatan dan analisis beban kerja belum

betul-betul memenuhi aspek yang dibutuhkan sebagai informasi jabatan yang
mewakili setiap jabatan sehingga sering terjadi saat ini bahwa profesionalisme yang
diharapkan dari sumber daya aparatur belum sepenuhnya optimal. Salah satu
penyebab utamanya karena sering terjadi ketidaksesuaian antara kompetens
pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh

komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum profesional. Demikian




pula, pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata
organisasi, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja di Badan Kepegawaian
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pendidikannya masih terdapat beberapa pegawai yang memiliki kemampuan
dan kompetensi tetapi beum sesuai dengan apa yang di harapkan,

Pemanfaatan hasil Analisis Beban Kerja dalam penyusunan formasi bahwa
perincian beban kerja atau uraian tugas menjadi penentu dalam penyusunan
analisis beban kerja untuk perhitungan kebutuhan karena perincian tersebut

dilakukan oleh masing-masing pegawai itu sendiri yang bergantung pada
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ketelitian individu dalam menyusun, ini perlu diperhatikan. Karena uraian
beban kerja yang disusun mempengaruhi jumlah perhitungan kebutuhan
pegawai. Penyususnan analisis beban kerja sepenuhnya belum optimal karena
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Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan beberapa

tahapan secara baik, Agar analisis perencanaan rekrutmen Pegawai Negeri
Sipil dapat terlaksana dengan baik terutama terkait dengan penggunaan
aplikasi e-formasi. Perlu memperbaiki dokumen analisis jabatan dan analisis

beban kerja dengan melibatkan sinergi antara Bagian Ortala, BKD, dan

seluruh SKPD terkait, dan menyesuaikan dengan nama jabatan yang ada pada




E-Formasi. Perlu juga lebih diperhatikan proses penyusunan analisi beban
kerja yang dimulai dari mandate sampai ke tahap spesifikasi jabatan tanpa
terjadi proses yang secara lompat-lompat
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Gambar : Wawaneara dengan Kasubid Data dan Informasi Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Rachmat Fauzan, S, Ag)

Gambar : Wawancara dengan Pegawai Analisis Jabatan Biro Organsasi Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Andi Zaenal S. STP., M.Si)
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Gambar : Wawancara dengan Pegawai Analisis Sumber Daya Manusia
(Andi Arif. S. Sos., M. AP)

(Gambar : Wawancara dengan pegawai Sub bagian Umum Kepegawaian

(Khaerul Gusti S. Sos)
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Gambar : Foto Ruangan bagian Sekretariat BKD Provinsi Sulawesi
Selatan
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